WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 443 /Kep.420-Dinkes /2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menimbang

DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung

Nomor 443 /Kep.373-Dinkes /2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Kota Bandung telah berakhir pada
tanggal 19 Mei 2020, namun dalam
perkembangannya berdasarkan hasil evaluasi Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease
19 Tingkat Kota Bandung, untuk lebih meningkatkan
perlindungan, menjamin kesehatan dan keselamatan
warga masyarakat, maka Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung perlu
dilanjutkan;

. bahwa untuk melanjutkan Pembatasan Sosial

Berskala Besar di Kota Bandung sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, saat ini telah terbit
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
443 /Kep.274-Hukham /2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa
Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
mewajibkan Bupati/Wali Kota di Daerah
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk melakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan
situasi dan kondisi serta hasil evaluasi Gugus Tugas
Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa ...



Mengingat

c. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pembatasan

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kota Bandung yang selaras dengan kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
dilakukan penetapan kembali Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Bandung

dengan Keputusan Wali Kota;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Bandung,
Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan
selama masa inkubasi terpanjang dan dapat
diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran

yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang ...



9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

14. Peraturan ...



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

21. Keputusan ...



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949 /Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah
Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

28. Peraturan ...



Memperhatikan :

28.

29.

30.

1.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun
2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 23);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah
Provinsi Jawa Barat Dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
443 /Kep.274-Hukham /2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa
Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor
460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Bidang Transportasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Di Kota Bandung.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) Di Kota Bandung sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU selama 10 (sepuluh) hari terhitung

mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei

2020.

Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Pemerintah

maupun Swasta/Badan Usaha Milik Negara dan Badan

Usaha Milik Daerah serta seluruh komponen Masyarakat,

wajib melaksanakan dan menaati seluruh ketentuan yang

diatur dalam:

a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443 /Kep.274-
Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam
Rangka Percepatan Penanggulangan  Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19);

c. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor
460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi
di Wilayah Provinsi Jawa Barat; dan

d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Bandung,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun
2020.

KEEMPAT: ...



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.373-
Dinkes/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
KEDUA dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

20 Mei 2020.

Ditetapkan di Bandung
padatanggal 20 Mei 2020
WALI KOTAY'BANDUNG,

{
———— X
ODEB MOHAMAD DANIAL



